RINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
OR CAMAT KOTO XI TARUSAN

in. DR. Moh. Zein Nomor 20 Kode Pos 25654

CAMAT KOTO XI TARUSAN
Nomor : 900/ j3./KPTS/CMT-TRS/2023

TENTANG

_ HASIL EVALUAST RANCANGAN PERATURAN NAGARI PULAU KARAM
:NTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT KOTO XI TARUSAN

Surat Wali Nagari Pulau Karam Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor :
140/ ..... /WN-PK-AP/ITI-2023 tanggal ... Maret 2023  perihal
Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari pulau Karam Tahun Anggaran 2023;

a. bahwa dalam rangka memenuhi maksud pasal 115 ayat 3)
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016
Tentang Nagari, dimana Camat perlu melakukan Evaluasi
terhadap Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari sebelum
disahkan menjadi Peraturan Nagari untuk disampaikan kepada
Bupati melalui Camat.

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf (a) di atas, maka Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari
tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Koto XI

Tarusan,

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tengan Nagari Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
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i an Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
: m ng Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
" Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 22
tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor
16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor
;gzl'ahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor
21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;

9. Peraturan Menteri  Keuangan 222/PMK.07/2020 Tentang
Pengelolaan Dana Desa;

10. Peraturan Lembaga kebijakan Pe
12 Tahun 2019 Tentang Ped

Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016

tentang Nagari;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari , Perangkat Nagari
serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 Tentang
Standar Biaya pemerintahan Nagari Tahun 2023;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang .
Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di
Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari setiap
Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

{6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang

Tata Cara Pembagian dari Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 050/222/KPTS/BPT-
PS/2021 Tentang Penetapan Kecamatan dan Nagari Lokus Prioritas
Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintergrasi Tahun 2023

ngadaan Barang dan Jasa Nomor
oman Penyusunan Tata Cara

MEMUTUSKAN

Nagari Pulau Karam

Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan
Anggaran pendapatan

Kecamatan Koto XI Tarusan Tentang Rencana

Dipindai dengan CamScanner



Ja Nagari Tahun Anggaran 2023 aimana tercantum
* drvonrd lampiran keputusan ini. i

hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan

Pe'baiRakan sebagai tindak lanjut hasil catatan pada Fvaluasi awal

terhadap Rancangan Peraturan Nagari Pulau Karam Tentang Rencana
g\ggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 paling
di;naam:ailfat::_juh) hari kerja terhitung sejak hasil catatan evaluasi
Hasil Perbaikan terhadap Rancangan Peraturan Nagari Pulau Karam
Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun
Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum kedua merupakan hasil
k&sepa'katan dan persetujuan antara Wali Nagari dan Bamus Nagari
yang dituangkan dalam berita acara rapat pembahasan serta dilengkapi
dengan Daftar Hadir Rapat.
Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil
Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Tentang
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran
2023 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan
dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran
2023, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk
menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/ mutlak terhadap
pelaksanaan Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2023 yang telah disahkan menjadi Peraturan Nagari
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat
Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan
ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarusan
Pada Tanggal_- : 3 Maret 2023

mbusan kepada Yth. :

Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan).
% Kepala DPMDPPEKE Kabupaten Pesisir Selatan.
. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.

7 l(etz{a Bamus Nagari Pulau Karam
5. Arsip

Dipindai dengan CamScanner



900/ 2. /Kpts-CMT-TRS/2023

Maret 2023
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Pulau Karam
Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari Pulau Karam Tahun Anggaran 2023

Peraturan _ Nagari Pulau Karam Tentang Rencana Anggaran
- dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada
2 Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat Koto XI Tarusan telah
@t dan ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari dan telah
3si oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan limpahan Kewenangan dari Bupati

Selatan.
3N2 n Pendapatan dan Belanja Nagari Pulau Karam telah selesai
flevaluasi dengan hasil sebagai berikut:

Telah menjalani beberapa kali Evaluasi.
¢ Telah menindakianjuti catatan hasil Evaluasi awal yang diberikan oleh Tim
~ Evaluasi RAPB Nagari.
¥ Telah disepakati dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Nagari Telah sesual
~ dengan Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan Manajemen
" Ppengelolaan Keuangan Pemerintah Desa.
'/ Telah sesuai antara Sumber Dana dengan Prioritas Penggunaan Dana
'/ Telah sinkron dengan RKP Nagari Tahun 2023 maupun RPJM Nagari
¥ Telah memenuhi tingkat kebutuhan Masyarakat Nagari, Pemerintah Nagari
" maupun Pemerintah Daerah
~ / Telah dilengkapi dengan RKA dan RAB masing masing kegiatan.
" Sebelum SK ini ditandatangani oleh Tim Evaluasi, Rancangan Peraturan Nagar!

. Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pulau Karam harus
" dan telah dientry ke dalam Apiikasi Siskeudes.

. Pperaturan Nagari Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ini telah
dilengkapi dengan Surat Keputusan Bamus Tentang persetujuan Rencana Anggaran
~ Pendapatan dan Belanja Nagari , berita acara rapat pembahasan beserta daftar hadir
yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Nagari.

Sebelum dijlid, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ini harus
melampirkan SK dari pihak-pihak terkait yang bersangkutan dengan sefuruh kegiatan
yang ada dalam rencana anggaran pendapatan dan Belanja Nagari Pulau Karam.

Surat Keputusan sebagaimana dimaksud point (5) di atas ikut dijilid bersama-sama
dengan RAPB, RKA dan lampiran RKP Nagari 2023

Setfﬂah‘d.ij.ilid. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pulau Karam ini
harus dikirimkan ke Kabupaten, Kecamatan, Badan Permusyawaratan Nagari

: ALOKASI ANGGARAN

A'O .
kasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Pulau Karam Kecamatan Koto
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tan ""Réncana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagarn Tahun

23 yaitu :
'A".
URAIAN Rp|  JUMLAH

patan Nagari Rp | 1.239.479.236,00

patan Transfer B (Rp | 1.238.379.2600 |

1a Nagari (DD) Rp 783.389.000,00 |

ji Hasil Pajak dan Retribusi Daerah IrRo | 13.638.880,00
okasi Dana Nagari (ADD) Rp 441.251.356,00 |
ndapatan lain-lain ~ |[rRp|  1.200.000,00
unga Bank Rp | 1.200.000,00 |
‘Pengembalian belanja tahun sebelumnya Rp 0,00 |
' 1
elanja Rp 1.268.620.170,94 |
dang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari | Rp |~ 495.075.138,94 l
dang Pelaksanaan Pembangunan ~ |Rp | 478.695.032,00 |
3idang Pembinaan Kemasyarakatan ~ |rRp | 20.574.000,00
idang Pemberdayaan Masyarakat Nagari | Rp | ‘_1g)£750_(&0_0_i
Penanggulangan Bencana Rp 84.200.000,00 |
surplus/ (Devisit) 7 Rp | (29.140.934,94L;

biayaan

imaan Pembiayaan (silpa tahunfalu) ~ |Rp | 29.140.934,94 |
eluaran Pembiayaan Penyertaan modal Rp 0,00
BIAYAAN NETTO Rp 29.140.934,94

Lebih/kurang Pembiayaan |Rp| 000

Tarusan, 3| Maret 2023 -

-
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